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I. UMUM 

Dalam rangka mempercepat penciptaan lapangan kerja dan 

pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa 

Barat, serta untuk menunjang percepatan pembangunan ekonomi 

nasional, perlu mengembangkan wilayah Lido sebagai kawasan ekonomi 

khusus. Wilayah Lido memiliki potensi dan keunggulan di bidang 

pariwisata dan industri kreatif sehingga dapat menarik investasi yang 

bernilai tinggi dan menciptakan lapangan pekerjaan.  

Wilayah Lido telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai 

kawasan ekonomi khusus dan terintegrasi dengan infrastruktur 

pendukung kawasan dalam pengembangan pariwisata berstandar 

internasional dan pengembangan industri kreatif. 

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT MNC Land Lido 

mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Lido sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi 

khusus. Lokasi yang diusulkan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Lido 

telah memenuhi kriteria lokasi kawasan ekonomi khusus sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi 

Khusus. 
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Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Lido oleh PT 

MNC Land Lido kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

dan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur Jawa Barat dan 

Bupati Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan 

Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian 

menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Lido serta 

mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido yang telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan 

ekonomi khusus. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pariwisata” adalah kegiatan usaha yang 

meliputi antara lain kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung 

penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif 

dan pameran, serta kegiatan yang terkait. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “industri kreatif” adalah kegiatan usaha untuk 

meningkatkan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual 

berupa kreativitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk 
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komersial. Kegiatan usaha industri kreatif antara lain industri content 

multimedia, industri teknologi komunikasi, industri kerajinan dan 

barang seni, serta industri fashion. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Rencana aksi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lido 

disusun oleh badan usaha bersama dengan Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus, kementerian/lembaga, Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bogor. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5)  

 Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
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